
 
 KEPUTUSAN BERSAMA 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

DAN 
 

BUPATI PURWAKARTA 
 

     NOMOR  : 188.342/Kep. 13-DPRD/2011            

             : 188.342/ 13 /Huk./2011 
 

   LAMPIRAN : 1 (satu) berkas 
  

 TENTANG  
 

PERSETUJUAN TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

 
DAN 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 77 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal  8 Desember 
2011 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan 

Tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purwakarta tentang APBD Kabupaten Purwakarta 

Tahun Anggaran 2012; 
 

b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat 
Paripurna DPRD, maka untuk tertib  hukum dan tertib 

administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan 
Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 2851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 



 

2 

 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 
 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3688); 

 
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang 

Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041);  
 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844);  

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 
  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar 
Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005, tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005, tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 
 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 

3); 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 
2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah 

Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4); 

 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 
2007, tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 
2007, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2007 Nomor 6); 

 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 

2007, tentang Pengelolaan Investasi Daerah Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 

2007, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4); 
 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 

2008, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2008 Nomor 9); 
 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 
2008, tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10); 

 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 

2008, tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 

11); 
 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 

2008, tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12); 
 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 

2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 

Nomor 1).  
 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : 

 

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun Anggaran 2012;  
 
KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum  PERTAMA  di 

atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

   
 

       Ditetapkan di Purwakarta 
       pada tanggal 8 Desember 2011 
 

  BUPATI PURWAKARTA, 
 

 
 

 
 
 

DEDI MULYADI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

KETUA, 
 

 
 
 

UCOK UJANG WARDI 
 

 
Tembusan:  

 
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di 

Purwakarta. 
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